NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN

RlAL
DAN
UNIVERSITAS RIAL KEPULAUAMN

TENTANG

PELAYANAN HUKUM DAN FASILITASI TRI DHARMA,

PERGURUAN TINGGI

NOMOR: W.32-HH.04.04-10
NOMOR: 063/Moll/UNRIKAMXIF2025

Pada harl Ini Selasa, tanggal delapan belas, bulan November tahun dua ribu dua
puluh lima {18-11-2025), bertempat di Batam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EDISON MANIK

2. SRl LANGGENG
RATNASARI

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan
Riau, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan
alas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Daeng Kambaoja
Km.14, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau,
salanjutnya disebut dengan PIHAK KESATLL.

Rektor Universitas Riau Kepulauan, dalam jabatannya
tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau
Kepulauan, berkedudukan di Jalan Pahlawan Mo. 99,
Bukit Tempayan, Batu Ajl, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau, selanjutnya disebut dengan PIHAK
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KEDUA.

PIHAK KESATLU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disabut PARA PIHAK,
dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal
sabagail berikut:

8. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan
sabagian lugas dan fungsi Kemeantarian Hukum di wilayah Provinsi Kepulauan
Riau.

b. bahwa Pihak KEDUA adalah perguruan tinggi swasta yang melaksanakan tugas
dan fungsi dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan sesuai
dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan mempearhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut.

1. Undang-Undang MNomaor 12 Tahun 2012 tantang Pendidikan Tinggi (Lembaran
Megara Republik [ndonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

3. Peraturan Menterl Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata
Karja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Megara Republik Indonasia
Tahun 2024 Nomor 912); dan

4. MNota Kesepahaman antara Menterl Hukum Republik Indonesia dan Menteri
Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Momor M.HH-
5.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor 14V/NK/PTST/2025 tentang Dukungan
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bideng Hukum, Pendidikan Tinggi, llmu
Pengetahuan, dan Teknologl.

Bardasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat uniuk membuat dan
menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Tri
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Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagal barikout:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

{1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagal pedoman dan dasar bagi PARA
PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang
masing-masing PIHAK.

(2) Naota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi dan sumber daya
vang dimilki PARA PIHAK guna meangembangkan pelaksanaan Pelayanan
Hukum dan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai kewenangan masing-masing
PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Mota Kesepahaman Inl, terdiri darl;

a. pendidikan dan pengajaran;

b. penelitian dan pangembangan hukum;

c. pengabdian kepada masyarakat;

d, pelaksanaan mardeka belajar kampus bardampak;

e, fasilitasi pendaftaran kekayaan intektual dan penguatan sentra kekayaan
intelektual;

{. peningkatan dan pengeambangan kompetensi sumber daya manusia;

g. asistensi pengembangan Jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan

h. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai tujuan Mota Kesepahaman ini.
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PASAL 3
PELAKSAMNAAN

(1) Pelaksanaan Mota Kesepahaman ini dituangkan dalam 1 (satu) atau lebih
Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap reang lingkup Mota
Kesapahaman.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini,

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Mota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 18
MNovermnber 2025 s.d 17 November 2030,

(2) Mota Kesspahaman ini dapat diperpanjang paling lambat 3 {tiga) bulan sebealim
jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesapahaman ini,
PIHAK yang barsangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK
lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman
ini,

{4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila;

a di kemudian hari terdapat ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b, tidak tercapainya fujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam
Kesepahaman.
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PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala blaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan MNota Kesepahaman ini

dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK, sesual dengan kesepakatan
barzama.

PASAL &
PEMANTALIAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Nola Kesepahaman Inl secara berkala paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagsaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan
dalam merencanakan kerja sama selanjulnya.

PASAL T
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

{1) Apabila terjadi perselisihan atau kesalshpahaman antara PARA PIHAK,
panyelesaian dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk
mencapal mufakat sesuasi dengan ketentuan paraturan perundang-undangan.

(2} Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam

pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara
musyawarah untuk mufakat,
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PASAL 8
KORESPONDENSI

PARA PIHAK sepakat melakukan korespondensl terkalt dengan pelaksanaan Nota
Kesapahaman ini yang disampaikan dengan cara diantar langsung, pos tercatat,
danfatau pos alektronik yang ditujukan ke alamat tersabut di bawah ini:

FIHAK KESATU

Tujuan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau c.g.
Pit. Kapala Baglan Tata Usaha dan Umum

Alamat : Jalan Dasng Kamboja Km. 14, Tanjungpinang 29125

Telepon/Fax : +82811 7709 007

Email :  kanwilkepri@kemenkum.go.ld

PIHAK KEDUA

Tujuan :  Raktor Universitas Riau Kepulauan c.q. Kepala Bagian Kerja Sama

Alamat : Jl. Pahlawan No. 89, Bukit Tempayan, Batu Aji, Kota Batam 28425

Telepon/Fax : +62 85693215284 / +62 822-8801-5900

Email : kerjasama@unrika.ac.id / info@unrika.ac.id

PASAL 8
KEADAAN KAHAR

(1) Apabila terjadi hal-hal yvang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar,
dapat dipartimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan wakiu pelaksanaan
tugas pekerjaan dengan perselujuan PARA PIHAK.

(2) Yang termasuk keadaan kahar adalah:

a. bencana alam;
b. tindakan pamerintah di bidang fiskal dan monetar; dan
c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
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{3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesapahaman bersama ini
akan diatur dan disepakati barsama kemudian oleh PARA PIHAK,

PASAL 10
PENUTUP

(1) Mota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di
atas kertas bermetaral cukup, mempunyal kekuatan hukum yang sama, dan
PARA PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

{2) Mota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Heme LT
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